
I SALINAN I

~~~mtJiJntJt{5ff~~

..ftJu/wta,y~

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATUR,,\N GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2014 TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014, telah
diatur mengenai pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat
Struktural;

b. bahwa sesuai keieniuan Pasal 9 Peraiuran Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, diatur untuk Pejabat Eselon II diberikan pilihan untuk tetap
menggunakan fasilitas kendaraan operasional jabatan atau Tunjangan
Transportasi;

C. bahwa untuk memenuhi asas kesamaan dan keadilan bagi seluruh
Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV, maka Peraturan Gubernur
dimaksud perlu disempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih danBebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negarc.;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahu!1 2008;



Menetapkan
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6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 201'1;

13. Peratul'an Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 ientang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan
Transportasi Bagi Pejabat Struktural;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL.

Pasall

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 121
Tahun 2014 tentang Tunjangan Transpoltasi Bagi Pejabat Struktural. diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal9

Bagi Pejabal Eselon II, Eselon III dan Eselon IV diberikan pilihan untuk
menggunakan fasilitas kendaraan operasional jabatan atau Tunjangan
Transportasi.
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Pasalll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72053


